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ABSTRAK 

 

Penghulu merupakan sebuah profesi Pegawai Negeri Sipil, tentu erat kaitannya 

dengan kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Meningkatnya kesadaran akan 

adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dalam segala 

sektornya, termasuk dalam hal menjadi seorang penghulu, menuntut harus adanya 

aturan yang pasti mengenai hal ini. Jika melihat tugas pokok seorang penghulu yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara spesifik 

apakah jabatan penghulu harus diserahkan kepada laki-laki saja. Adanya penghulu 

wanita di Palestina yakni Tahrir Hammad, yang ditunjuk sebagai penghulu 

pernikahan berkualitas yang diakui secara sah oleh Negara Palestina. Hal ini 

menunjukkan bahwa jabatan penghulu tidak hanya bisa dijabat oleh seorang laki-

laki namun juga wanita. Tentunya di Indonesia sebagai negara demokrasi tentu 

sangat dimungkinkan itu terjadi. 

 

Penyusun melakukan penelitian ini secara field research, dengan menggali 

pendapat para penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman terhadap penghulu wanita. 

Sebagai pelaksana tugas kepenghuluan, yang tentunya memahami hukum Islam dan 

hukum Positif yang berlaku serta kondisi di tengah-tengah masyarakat (bersifat 

eksploratif). Menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, sumber data terdiri dari 

data primer wawancara dengan 10 orang narasumber serta data sekunder berupa 

literatur tulisan atau karya ilmiah yang mendukung. 

 

Hasil dari penelitian ini bahwa  10 penghulu KUA Kapanewon Ngaglik Sleman 

secara pribadi dalam berargumentasi terkait penghulu wanita, dibangun atas dasar 

normatif hukum Islam dan mazhab yang diikutinya. Sudut pandang normatif dalam 

argumentasi penghulu sebagian besar tidak menyetujui seorang wanita menjadi 

penghulu, jika dikaitkan dengan tugasnya yang akan menjadi wali hakim melainkan 

hanya sedikit saja. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat wanita tidak 

dapat menjadi penghulu selamanya karena tidak ada celah baik secara hukum Islam 

maupun secara hukum positif, namun itu adalah argumentasi secara pribadi. Secara 

kelembagaan, karena merupakan wakil dari pemerintah dalam melaksanakan tugas 

kepenghuluan, maka dalam hal ini para penghulu mengikuti peraturan yang 

berlaku. Secara garis besar bahwa pendapat penghulu KUA Kapanewon Ngaglik 

Sleman tentang penghulu wanita terbagi menjadi tiga yakni, pendapat yang 

membolehkan dengan syarat dan pendapat yang tidak membolehkan wanita 

menjadi penghulu. 

 

 

Kata Kunci: Penghulu,  Penghulu Wanita, Pandangan Penghulu. 

  



 
 

v 
 

MOTTO 

 

 

“Selalu mencoba dan yakin terhadap apa yang ingin dicapai” 

 

 

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a”  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Profesi penghulu wanita dalam perkembangannya, yakni Tahrir 

Hammad telah membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui 

pemerintah Palestina sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya 

dilakukan laki-laki.1 Hal ini menunjukkan bahwa jabatan penghulu tidak hanya 

bisa dijabat oleh seorang laki-laki namun juga perempuan. Penghulu di 

Indonesia telah mengalami perkembangan, tidak hanya mengurusi urusan 

agama saja, tetapi telah menjadi profesi dalam ruang publik menjadi praktisi. 

Fungsi dan tugasnya mewakili pemerintah di dalam mencatat dan mengawasi 

pernikahan.2  

Penghulu diartikan sebagai “pegawai fungsional Pegawai Negeri Sipil 

yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan”. 3 

Artinya di sini tidak ada kewajiban harus laki-laki untuk menjadi penghulu, 

karena syarat utamanya PNS. Penghulu sendiri mempunyai tugas pokok yang 

 
1 “Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita,” http://www.republika.co.id/berita/dunia-

islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-prnghulu-wanita, akses 2 

Januari 2022. 

2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 

1 ayat 3. 

3  Ibid., Pasal 1 ayat 3.  

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-prnghulu-wanita
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-prnghulu-wanita
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di jelaskan dalam peraturan Menpan No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang 

Jabatan Fungsional penghulu dan Angka kreditnya yakni,  

Tugas pokok penghulu adalah melakukan kegiatan kepenghuluan, pengawasan 

pencatatan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan 

muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi 

kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan”.4 Sedangkan 

penghulu itu sendiri dibagi menjadi sesuai jabatan dan pangkat.5 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, sangat mungkin 

seorang wanita dapat menjadi penghulu. Namun di lain sisi salah satu tugas dan 

fungsi penghulu menurut amanah hukum positif di Indonesia yakni menjadi 

wali hakim.6 Hal ini yang menjadi letak permasalahannya terkait nanti adanya 

tugas penghulu menjadi wali hakim, bahwa menurut peraturan perundang-

undangan wali yang dapat menikahkan seorang perempuan adalah wali laki-

laki. 

Meski di Indonesia masih wacana, beberapa penelitian sebelumnya 

seakan menegaskan wacana tersesbut semakin meluas dalam kaitannya 

kesetaraan dalam profesi PNS. Misalnya penelitian yang menjelaskan penghulu 

dari sisi hukum islam yang kaitkannya dengan wali dalam pernikahan, lalu 

dibandingkan dengan peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang 

penghulu dalam hal ini kaitannya dengan PNS.7 Penelitian ini berkesimpulan 

bahwa penghulu sebagai tenaga profesional tidak disebutkan secara spesifik 

 
 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4. 

 5 Ibid., Pasal 7. 

 6 Ibid, Pasal 4 ayat 1 dan 2. 

 7 Saida Nafisa, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016). 
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harus laki-laki didasarkan pada Perma No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 

Hasil dari penelitian ini menyebutkan seorang wanita menjadi penghulu 

karena bukan bagian dari rukun pernikahan itu sendiri. Meski penghulu tidak 

hadir maka pernikahan tetap sah jika memenuhi syarat rukunnya, hanya saja 

pada saat menjadi wali hakim maka ulama berbeda pendapat. Terkait syarat 

wali dalam hukum Islam sebagaimanan yang dibahas dalam penelitian 

sebelumnya, kita dapat menemukan ayat Al-Qur’an di antaranya secara spesifik 

tentang wali dijelaskan dalam An-Nisa’ (4): 25 yang menjelaskan bahwa, 

tentang pernikahan dengan seorang perempuan budak dengan meminta izin 

walinya yang laki-laki. Tuan dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya.8 

Sayyid Sabiq menuliskan pernikahan wanita menikahkan dirinya sendiri 

dan orang lain adalah tidak sah, menurut jumhur ulama. Mengindikasikan juga 

bahwa wali perempuan tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan9 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang syarat wali 

nikah ini: 

1. Menurut Imam Malik pernikahan tanpa wali tidak sah, karena merupakan 

syarat sahnya pernikahan, pendapat ini juga diikuti Imam Syafi’i. wali yang 

di maksudkan adalah wali laki-laki ayah atau garis keturunanya yang laki-

laki. 

 
 8 Wahbah Az-zuhaili, Tafsir Al- Wasith (AL-Fatihah- At-Taubah). Penerjemah Muhtadi 

dkk, cet.ke-1 (Depok dan Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2012), hlm. 276-277. 

 9  Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq, Penerjemah 

Ahmad Tarmidzi dkk, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 449. 
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2. Menurut Imam Abu Hanifah wanita yang menikahkan dirinya sendiri atau 

tanpa walinya sementara calon suaminya setara dengannya maka 

dibolehkan dan ini juga berarti perempuan juga boleh menjadi wali bagi 

orang lain.10 

Penelitian yang menunjukkan wacana tentang penghulu wanita ini, 

yakni adanya penelitian dengan mewawancarai para ahli hukum Islam dan 

akademisi di KUA Kota Yogyakarta. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 

secara kelembagaan belum mempunyai pendapat baku tentang penghulu wanita 

ini. Ia mengeksplorasi pendapat beberapa anggota KUA, sehingga didapat 

dualisme pandangan yakni, ada yang membolehkan dan ini suara mayoritas 

serta pendapat kedua tidak membolehkan.11  

Kaitannya dengan penghulu sebagai profesi. “Penghulu sendiri adalah 

Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, 

tanggung jawab, wewenamg, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau 

pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang 

berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan 

kegiatan kepenghuluan.12 Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen Agama , dalam hal 

 
 10 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Penerjemah Abu Usama Fakhtur, cet. Ke-1, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), hlm. 14. 

 11 Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajid 

Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (2016). 

 12 Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Aparatur Negara 

Nomor: PERMA/20/25/M.PAN/14A/2005. 
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ini penghulu merupakan jabatan karier13 Penghulu sebagai sebuah profesi, tentu 

eratkaitannya dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. 

Meningkatkanya kesadaran akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan di ruang publik dalam segala sektornya, termasuk dalam hal menjadi 

seorang penghulu, menuntut harus adanya aturan yang pasti mengenai hal ini. 

Karena jika melihat tugas pokok seorang penghulu yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, tidak disebutkan secara spesifik apakah jabatan penghulu 

harus diserhkan kepada laki-laki saja. 

Polemik inilah penting kiranya bagi penyusun mengeksplorasi pendapat 

para praktisi kepenghuluan, mengenai masalah ini. Apakah dalam pemahaman 

mereka dimungkinkan adanya penghulu perempuan atau penghulu hanya 

diperuntukkan untuk laki-laki, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan 

bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, terkait profesi ini. 

 
B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penyusun jelaskan di atas maka 

rumusan masalah yang tepat untuk memecahkan permasalahan ini 

adalah: 

1. Apa pandangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik tahun 2021-

2023 terhadap adanya penghulu wanita? 

 
 13 Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor : 

PER/62/M.PAN/6/2005. 
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2. Apa pertimbangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik tahun 

2021-2023 terhadap adanya penghulu wanita perspektif hukum 

islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Menjelaskan pandangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik terhadap 

adanya penghulu wanita. 

b. Menjelaskan pertimbangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik 

terhadap adanya penghulu wanita perspektif hukum islam 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini berguna menunjang bagi perkembangan 

penelitian (research). Tentunya diharapkan dapat menjadi khazanah 

bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kepenghuluan. 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, dalam hal 

penempatan profesi penghulu yang mewakili pemerintah. Sehingga apapun 

yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan dalil-dalil 

normatif, hukum positif yang berlaku serta kebiasaan-kebiasaan/norma 

yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. 
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D. Telaah Pustaka 

Hasil pencarian yang dilakukan penyusun sangat sedikit karya terkait 

penghulu wanita, yang dijadikan objek penelitian. Padahal hal tersebut 

sangatlah penting untuk dilakukan, karena berkaitan dengan keberlangsungan 

hukum dan status penghulu wanita itu sendiri. Penyusun telah membaca 

beberapa karya yang mungkin bisa dikaitkan dengan pembahasan lebih 

mendalam. 

Penelitian Abdul Rochim, yang berjudul: “Hakim Perempuan Perspektif 

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”, dalam penelitian ini memiliki 

keterkaitan dengan hal yang akan dibahas karena terkait dengan perempuan 

yang menjadi praktisi. Skripsi Abdul Rochim membahas perbandingan 

pendapat ulama klasik mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi 

hakim. Imam Syafi’i yang diikuti Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal tidak 

membolehkan secara mutlak perempuan menjadi hakim berdasarkan dalil-dalil 

yanga ada. Sebaliknya Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Ibnu Jarir, Ibnu 

Qoyim Al-Jauzi dan ulama-ulama kontemporer membolehkan perempuan 

menjadi hakim bahkan dalam bidang apapun.14 

Penelitian Haqqi Laili Romadliyah, yang berjudul: Wali Nikah 

Perempuan Perspektif Abu Hanifah (Istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang 

Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan), dalam penelitian ini memiliki 

keterkaitan dengan hal yang akan dibahas karena membahas perempuan 

 
 14 Abdul Rochim, Hakim Perempuan “Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I,” 

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), Tidak diterbitkan. 
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menjadi wali. Skripsi ini menjelaskan tentang Pendapat Imam Abu Hanifah 

tentang, bolehnya seorang perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri 

maupun menikahkan orang lain.15 

Penelitian Surya Aurima Bustani, yang berjudul: Kepemimpinan 

Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-

Qaradhawi), skripsi ini berkaitan bagaimana Islam memandang perempuan 

menjadi seorang pemimpin dalam hal ini penghulu. Skripsi ini menggali tentang 

Islam memandang perempuan menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini, ia 

membandingkan pendapat antara Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam 

menafsirkan dalil mengenai, bolehnya seorang perempuan memimpin di depan 

publik. Meski keduanya membolehkan kepemimpinan perempuan namun Buya 

Hamka masih membatasi sementara, Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan 

perempuan menjadi pemimpin dirana publik apapun bentuknya.16 

Penelitian Lukman Hakim yang berjudul: Kedudukan Perempuan 

Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar), skripsi ini kaitannya 

bagaimana perempuan menjadi praktisi, skripsi ini menjelaskan kedudukan 

perempuan dalam lintas sejarah klasik yang mana perempuan dinomorduakan 

dan kedudukan laki-laki adalah yang utama, pandangan semacam ini 

merupakan “keteledoran” dari kesalahan metodelogi. Semntara diera sekarang 

 
 15 Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Abu Hanifah (Istinbat 

hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan),” Skripsi, 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), Tidak diterbitkan. 

 16Surya Aurima Bustani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya 

Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi),” Skripsi, Fakultas Syari’ah Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (2010), Tidak diterbitkan. 
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kesadaran akan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada 

gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab 

dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya.17 

Dua artikel yakin Naif Fauzan, Potret Penghulu Jawa (Tela’ah atas 

Serat Centhini), Jurnal Harga diri dan Ekspresi Budaya Lokasi Suku Bangsa di 

Indonesia, Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya 

Lokasi (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Artikel ini berbicara tentang Sejarah 

Kepenghuluan.18 Artikel Megi Saputra, Penghulu Wanita Menurut Penghulu 

Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga 

Islam, Volume 11, No 2, 2018. Artikel ini berisi tentang pendapat penghulu 

terhadap penghulu wanita19 

Namun di antara karya-karya ysng disebutkan di atas, menurut 

penyusun sangat penting untuk ditelaah adalah dua karya skripsi berikut ini: 

Penelitian Saidah Nafisah yang berjudul: “Eksistensi Penghulu Wanita di 

Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan penghulu 

dari sisi hukum Islam yang dikaitkannya dengan wali dalam pernikahan, lalu 

 
 17Lukman Hakim, “Kedudukan Wanita Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar),” 

Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), Tidak 

diterbitkan. 

 18 Fauzan Naif, “Potret Penghulu Jawa (Tela’ah atas Serat Centhini)”, Jurnal Harga diri 

dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indobesia. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium 

Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.  

 19 Megi Saputra, “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota 

Yogyakarta”, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 11, No 2 (2018), hlm. 199-208. 
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dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

penghulu. Lebih lanjut pembahasan ini menitikberatkan pada kajian pustaka. 

Menurut penyusun tidak cukup hanya pada tahap kajian pustaka saja, namun 

lebih dari itu masih harus digali pendapat terutama dari pejabat yang saat ini 

sedang berprofesi sebagai penghulu. Bagaimana pandangan dan pendapatnya 

sebagai praktisi. Hal ini sekalian yang menjadi pembeda dari skripsi yang akan 

dibuat oleh penyusun, tepatnya berbeda pada jenis penelitian.20  

Penelitian Megi Saputra yang berjudul: “Penghulu Wanita Menurut 

Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta.” Skripsi ini menjelaskan 

secara gamblang tentang pendapat penghulu kota Yogyakarta terkait penghulu 

wanita, sehingga didapat dualisme pandangan yakni, ada yang membolehkan 

dan ini suara mayoritas serta pendapat kedua tidak membolehkan. Adapun 

perbedaan yang dilakukan penyusun adalah terletak pada objek yang dikaji serta 

sifat penelitian, penyusun lebih menggali pendapat-pendapat para praktisi 

penghulu itu sendiri yang notabene laki-laki seluruhnya yang tentu 

pemahamannya berbeda dengan ahli hukum dan akademisi.21 

 
E. Kerangka Teori 

Teori adalah alur logika atau penalaran yang membuat konsep, definisi, 

dan proposisi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan pendekatan 

 
 20 Saida Nafisa, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), Tidak diterbitkan. 

 21 Muhammad Mansur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (2016), Tidak diterbitkan. 
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teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian.22 Penyusun dalam hal 

ini akan menjelaskan teori sosiologi hukum yakni yang berkaitan dengan respon 

sosial masyarakat saat ini mengenai hal yang diteliti. Namun sebelum itu 

penting juga dijelaskan terlebih dahulu mengenai penghulu dalam tinjauan 

Normatif-Yuridis, Karena pada dasarannya yang menjadi permasalahan boleh 

tidaknya seorang wanita menjadi penghulu adalah terkait tugasnya sebagai wali 

hakim, pada kondisi dimana seorang wanita yang ingin menikah tidak 

mempunyai wali nasabnya yang telah tuntas dibahas dalam Fiqih dan Kompilasi 

Hukum Islam Indonesia (KHI). 

Istilah wali dalam perkawinan dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-

Qur’an, diantaranya Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Ali ‘Imran (3): 

159, An-Nisa’ (4): 25, At-Talaq (65): 2.23 Namun yang secara spesifik tentang 

wali dijelaskanb dalam An- Nisa (4): 25 yang menjelaskan bahwa, tentang 

pernikahan dengan seorang perempuan budak dengan meminta izin walinya. 

Tuan dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya.24 

Sementara para ulama berbeda pendapat mengenai wali ini, jumhur 

ulama berpendapat bahwa wali haruslah ada saat pernikahan, karena pernikahan 

tidak sah tanpa hadirnya wali pernikahan.: Sebagaimana firman Allah SWT: 

 
 22 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, cet.ke-1 (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 4. 

 23 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA ǂ TAZZAFA, 

(2013), hlm. 79. 

 24 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah), Penerjemah Muhtadi 

dkk. Cet.ke-1, (Depok dan Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2012), hlm. 276-277. 
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 َفلا تعضلوهن ان ينكحن ازوا جهن اذا ترا ضوا بينهم بالمعروف25

Ini adalah ayat yang tegas menyatakan bahwa wali sangat penting 

kedudukannya, jangan kamu pada ayat di atas maksudnya wali. Hal ini juga 

dikuatkan dengan adanya Hadits Nabi: 

 َلا نكاح الا بو لي 26

Sayyid Sabiq, pernikahan wanita tanpa wali atau wanita menikahkan 

dirinya sendiri dan orang lain adalah tidak sah, menurut jumhur ulama. Wali 

merupakan syarat sah dalam menikah dan yang berhak melakukan aqad 

terhadap pernikahan seorang wanita adalah walinya.27 Mereka menyandarkan 

pendapat dengan dalil berikut: 

 و انكحوا الايامئ منكم 28

Serta dalil yang menyatakan jangan menikah dengan orang musyrik: 

 ولا تنكحوا المشر كت حتى يؤ من 29

Kedua ayat ini seakan-akan menjelaskan bahwa para wali nikahkanlah 

anak-anakmu dengan orang-orang yang masih membujang. Serta ayat 

 
 25 Al-Baqarah (2): 232. 

 26 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islami Wa Adillatuhu, jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-

kattani dkk, Cet. 1 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 83. 

 27 Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Penerjemah 

Ahmad Tarmidzi dkk, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 449. 

 28An-Nur (24): 32. 

 29Al-Baqarah (2): 221. 
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berikutnya seakan-akan menyampaikan wahai para wali janganlah kamu 

menikahi perempuan yang ada dalam perwalianmu sebelum mereka beriman.30  

 

Mengkaji hukum dari sudut pandang normatif dan yuridis hanya pada 

taraf di mana hukum menjadi sebuah konsep dan aturan-aturan yang tanpa 

diketahui apakah ditaati atau tidak oleh masyarakat. Oleh karenanya menjadi 

penting mengkaji penelitian ini bukan hanya pada taraf normatif dan yuridis 

saja tapi lebih dari pada itu, bagaimana penelitian ini mencoba melihat 

bagaimana reaksi dan realita sosial dimasyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah satu cabang ilmu 

pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 

hubungan timbal balik antrara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.31 

Pendekatan sosiologi hukum ini minimal memenuhi dua ruang lingkup, yakni: 

1). Meliputi dasar atau pondasi sosial dalam membuat aturan hukum, misalnya 

Indonesia mempunyai konsensus bersama dalam menentukan dasar sosial 

hukum yakni Pancasila sebagai falsafah bernegara. 2). Mengenai pengaruh 

hukum dalam kehidupan sosial masyarakat baik sekarang maupun masa 

mendatang.32 Selain itu tugas penting daripada sosiologi hukum adalah 

bagaimana membuat antara hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat 

pada zamannya. Sehingga saat sekarang ini sangat tidak mungkin seorang ahli 

 
 30 Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, Ringkasan Fiqh , hlm. 450. 

 31 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 1. 

 32 Ibid., hlm. 4. 
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hukum, praktisi maupun pembuat produk hukum, tidak berkonsultasi dan 

meminta keterangan para sosiolog, dalam menentukan finalisasi terhadap 

produk hukum yang dibuat.33 

Berkaitan dengan perubahan hukum secara umum dalam masyarakat, 

maka pengkajian perubahan hukum itu harus berorientasi pada kehidupan sosial 

masyarakat dalam arti hukum yang diproduk itu juga harus memperhatikan 

kehidupan sosial masyarakat baik tradisi, adat, kebiasaan mereka. Sehingga 

tujuam yang hendak dicapai dalam membuat produk hukum menjadi tercapai, 

yakni bagaimana produk yang dirancang tersebut dapat ditaati oleh anggota 

sosial masyarakat. Beberapa usaha yang mungkin bisa dilakukan untuk 

mencapai tujuan hukum tersebut maka perlu dilakukan hal-hal tersebut di atas, 

dengan rincian berikut: 1). Interpretation, yakni mencari, memahami dan 

menemukan norma-norma atau adat/tradisi dalam masyarakat. 2). Engineering, 

yakni melihat bagaimana perkembangan atau mungkin perubahan norma dalam 

masyarakat. 3). An Engineering interpretation, yakni bagaimana para ilmuan 

melakukan usaha-usaha memahami norma-norma dan adat/tradisi di 

masyarakat, yang akan menjadi aturan hukum yang mengikat nantinya.34 

Selanjutnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, 

tentu dapat dipahami bersama bahwa produk hukum mengenai seorang 

penghulu nantinya harus memperhatikan bagaimana perspektif dan realitas 

yang berkembang di tengah masyarakat. Soal yang dibahas mengenai boleh 

 
 33 Khoiruddin, Sosiologi Hukum, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 74-75. 

 34 Ibid., hlm. 41-41. 
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tidaknya menjadi penghulu wanita dalam perspektif penghulu saat ini memang 

bukan menjadi jawaban dari seluruh umat Islam Indonesia, tetapi setidaknya 

mereka representasi karena mereka yang hidup di tengah masyarakat hanya 

mengetahui bahwa petugas KUA yang mengawasi atau yang diberi kuasa unruk 

mengganti posisi wali adalah laki-laki, sejak dahulu penghulu masih dipegang 

oleh pemuka agama maupun hingga sekarang. Hal-hal yang menjadi kebiasaan 

di masyarakat ini juga harus menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan 

dalam menetapkan hukum agar tujuan hukum bisa dicapai. Tujuan dibuat 

hukum tersebut diharapkan dapat diberlakukan baik jangka pendek yakni saat 

sekarang, maupun jangka panjang.35 

 
F. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat diperlukan karena orang lain dapat menilai, 

berhasil atau tidaknya serta tinggi rendahnya kualitas dari suatu penelitian 

ditentukan oleh metode yang dilaksanakan.36 Dalam hal ini penyusun 

menggunakan beberapa metode penelitian berikut sebagai acuan dalam rangka 

melakukan penelitian. 

1. Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Penyusun melakukan wawancara secara 

langsung dengan objek penelitian dalam hal ini penghulu KUA Ngaglik 

 
 35 Ibid., hlm. 74-75 

 36 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, cet-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 

95. 
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Sleman. Meskipun tetap melihat kajian-kajian pustaka dengan maksud 

mengetahui, sudah sejauh mana masalah ini diangkat. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang 

bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang 

menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan 

menggambarkan terlebih dahulu mengenai pandangan penghulu KUA 

Kapanewon Ngaglik terhadap adanya penghulu wanita kemudian dianalisis 

menggunakan perspektif hukum islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian Sosiologi hukum. 

Yakni Penyusun akan mengkaitkan respon sosial masyarakat saat ini 

mengenai hal yang diteliti, yang dimungkinkan akan menjadi produk hukum 

bagi status wanita menjadi seorang penghulu. 

4. Sumber Data Penelitian  

Sumber data yang digunakan terbagi kedalam dua jenis sumber data 

yakni:  

1) Sumber Data Primer 

Adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek 

yang diteliti atau narasumbernya.37 Penyusun telah mewawancarai 

secara langsung penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Namun hanya 

 
 37 Ibid., hlm.12. 
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melibatkan 8 orang penghulu di Kantor Uruasan Agama (KUA) 

Kapanewon Ngaglik Sleman. Hal ini didasarkan pada alasan yakni: 

Alokasi waktu penelitian yang terbatas, cukup mudah menjalin 

komunikasi karena sudah adanya kerjasama dengan pihak kampus, 

mudah dijangkau. 

2) Sumber Data Sekunder 

Adalah data yang didapatkan dari dokumen/publikasi/laporan 

penelitian yang didapatkan dari instansi/dinas maupun sumber data lain 

yang menunjang.38 Penulis akan menggali data dari tinjauan 

kepustakaan baik dari Al-Qur’ān, Hadits, buku, kitab, dan hukum positif 

yang mengatur mengenai penghulu serta sumber lainnya yang 

mendukung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dimaksud adalah menjelaskan bagaimana penyusun 

memperoleh data dan fakta, guna menunjang kesempurnaan penelitian ini. 

Terkait mengumpulkan data penyusun menggunakan teknik berikut: 

1) Teknik Olah sumber bacaan/Dokumentasi 

Penyusun menggali informasi dari sumber-sumber tertulis 

maupun dokumen, seperti Al-Qur’ān, Hadits, Kitab Fiqh, Buku-buku 

terkait, sumber lain seperti internet. Serta sumber dokumentasi lainnya 

yang dapat dijadikan penunjang dalam penelitian ini. 

 
 38 Deni Darmawa, Metode Penelitian Kuantitatif, cet ke-1 (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 37. 
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2) Teknik Interview/wawancara langsung 

Penyusun akan melakukan interview terkait objek yang akan 

diteliti dengan mengeksplorasi pandangan dan pemahaman, dalam hal 

ini adalah penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Penyusun berencana 

melakukan wawancara kepada 8 orang penghulu Kantor Urusan Agama 

(KUA) di Kapanewon Ngaglik Sleman. 

6. Analisis Data 

Analisis data ini penyusun mengunakan pola penelitian kualitatif, 

yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau skunder, 

dalam hal ini penyusun lebih menitikberarkan pada menggali dari data 

primer. Kemudian kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode 

induktif, yakni menggali data-data yang bersifat khusus dalam hal ini 

penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Kepada kesimpulan yang bersifat 

umum tentang penghulu wanita. 

 
G. Sistematika Pembahasan 

Secara umum skripsi ini dibagi menjadi lima bagian penting agar dapat 

diolah menjadi sebuah kesimpulan, untuk itu berikut penyusun runtutkan 

sistematikanya yakni: 

Bagian pertama bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan menfaat penelitian yang membahas bahwa 

penelitian pandangan Penghulu terhadap Penghulu Wanita penting untuk 

diteliti. Telaah Pustaka untuk menelusuri penelitian pandangan Penghulu KUA 

terhadap Penghulu Wanita yang pernah diteliti.  Kerangka teori membahas teori 
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yang digunakan sebagai pisau analisis, metode penelitian yang memuat bahwa 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan sistematika penulisan 

sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis. 

Bagian kedua bab menjelaskan gambaran umum tentang penghulu. 

Penyusun membahas mengenai kepenghuluan secara lebih rinci, agar dapat 

memulai pemahaman awal tentang penghulu dan mengaitkan pembahasan ini 

nantinya secara komperhensif. Yang meliputi Pengertian Penghulu, Sejarah 

Penghulu di Indonesia, Tugas dan Fungsi Penghulu, Syarat-syarat menjadi 

Penghulu serta kedudukan penghulu di Indonesia. 

Bagian ketiga bab tentang Pendapat penghulu Kapanewon Ngaglik 

Sleman tentang penghulu wanita yang meliputi Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kapanewon Ngaglik Sleman, Profil Penghulu, Argumentasi dan variasi 

pendapat. 

Bagian keempat bab yang menjelaskan tentang analisi terhadap 

pandangan penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman tentang penghulu wanita 

dalam tinjauan sosiologi hukum, yang didapat melalui wawancara tulisan/karya 

ilmiah yang bersangkutan. 

Bagian kelima yakni bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan 

akhir dari penelitian penulis tentang masalah yang diangkat serta saran dan 

rekomendasi bagi peneliti yang akan datang. 

  



 
 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bagian akhir dari penelitian ini ada beberapa hal yang perlu 

disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bahwa penghulu KUA Ngaglik Sleman Yogyakarta tahun 2021 - 2023 

secara pribadi di dalam berpendapat terkait penghulu wanita, dibangun atas 

dasar normatif hukum Islam dan mazhab yang diikutinya. Sudut pandang 

normatif dalam argumentasi penghulu sebagian besar tidak menyetujui 

seorang wanita menjadi penghulu, jika dikaitkan dengan tugasnya yang 

akan menjadi wali hakim melainkan hanya sedikit saja. Bahkan ada diantara 

mereka yang berpendapat wanita tidak dapat menjadi penghulu selamanya 

karena tidak ada celah baik secara hukum Islam maupun secara hukum 

positif, namun itu adalah argumentasi secara pribadi. Secara kelembagaan, 

karena merupakan wakil dari pemerintah dalam melaksanakan tugass 

kepenghuluan, maka dalam hal ini para penghulu mengikuti peraturan yang 

berlaku. Artinya disini boleh jadi pendapat pribadi bertentangan dengan 

hukum yang dibuat oleh pemerintah, namun karena penghulu sebagai 

eksekutor harus menjalankan ketentuan yang ada tersebut. Jika nantinya 

terjadi perubahan hukum terkait penghulu, boleh jadi secara kelembagaan 

dan tugasnya sebagai wakil pemerintah akan tetap diikutinya meski secara 

pribadi ia tidak menyetujuinya. 
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2. Bahwa secara garis besar pendapat para penghulu tersebut terbagi dlam tiga 

pendapat utama yakni: 

a. Pendapat yang membolehkan penghulu wanita, pendapat ini 

menganggap baik secara normatif maupun yuridis mempunyai celah 

yang bisa menjadi sumber hukum seorang wanita boleh menjadi 

penghulu. Bahkan secara sosiologis dimana kondisi yang 

mengharuskan, ditambah juga dengan meningkatnya kesadaran 

kesetaraan laki-laki dan perempuan. 

b. Pendapat petengahan, pendapat ini menganggap ada suatu kebolehan 

menjadi penghulu wanita misalnya dalam wilayah administrasi dan 

karena sebab-sebab yang mendesak atau perubahan tatanan sosial 

masyarakat. 

c. Pendapat yang tidak membolehkan penghulu wanita, pendapat ini 

menganggap bahwa penghulu wanita baik di dalam hukum Islam 

mmaupun di dalam hukum positif tidak ada celah kebolehan. Karena 

salah satu tugas penghulu adalah menjadi wali hakim, dalam hal ini 

pembahasan tentang wali jelas adanya yakni haruslah laki-laki. 

 
B. Rekomendasi 

Penyusun menyadari betul bahwa penelitian ini belum begitu cukup 

untuk menentukan status hukum tentang penghulu wanita, masih perlu banyak 

eksplorasi agar terhindar dari masalah-masalah krusial yakni soal keabsahan 

seorang wanita menjadi penghulu. Penyusun hanya berfokus pada penelitian 

kepada penghulu sebagai pelaksana tugas kepenghuluan yang dianggap sudah 
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berpengalaman secara normatif, yuridis dan sosiologis. Tentunya untuk 

menentukan status hukum tidak hanya melihat dari satu dua pendapat namun 

harus dikembangkan hingga benar-benar menjadi kekuatan hukum yang 

mengikat kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya perlu kiranya penelitian 

ini dilanjutkan, menurut penyusun ada tiga hal kedepan yang perlu diadakan 

penelitian: 

1. Agar peneliti berikutnya mengembangkan penelitian ini dengan melakukan 

research kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah lain yang 

berkaitan, agar dapat menjadi referensi hukum yang kuat bagi pemerintah 

dalam menentukan status hukum penghulu wanita. 

2. Bagian yang penting soal penghulu adalah bagaimana supaya kedepannya 

diharapkan adanya syarat-syarat yang jelas tentang seorang yang akan 

menjadi penghulu, kaitannya dengan jabatan tersebut khusus bagi laki-laki 

atau dibolehkan perempuan. Hal ini adalah tugas besar dari pemerintah.  

3. Perlu dikaji lebih mendalam tentang penghulu terutama mengenai tugas soal 

penghulu menjadi wali hakim, agar didapatkan kompromi dengan 

mengambil metode generalisasi. 
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